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1 . Para Direksi
2. Para Kepala Bidang / Bagian / Instalasi

3. Para Kasubbag
4. Para Ketua Komite

5. Pihak Terkait

Di -
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Dalam rangka penyusunan E-Planning dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga

(RKA-1(L) Rumah 6akit pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono TA 2021 yang efektif, efisien

dan akuntabel. Bersama ini kami sampaikan hal - hal untuk menjadi acuan dalam penyusunan

E-Planning dan RKA-KL.

Adapun untuk dala E-Ptanning agar bisa segera dilengkapi paling lambat pada tanggal

21 februari 21z1jam 09.00 WlB, sedangkan vnluk RKA-K./L paling lambat 2 Maret 2020 iam 09 00

WBhardcopydikirimkeBagianKeuangancqSubbagProgram&Anggarandansoftcopydikirimke
email : anoqrsoon@omail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih'

Direktu r Utama

dr. Mursyid Bustami, S (K), KIC, MARSp
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PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-K/L
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJoNO

TAHUN ANGGARAN 202,I

A, DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)i

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbnedaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor

4 355 );

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nmor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

4. Peraturan pemerintah tentang Penyusunan RKA-l(L (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor

103, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92),

7. Peraturan Pemerintah Nomor '17 lahun 2017 tentang sinkronisasi Perencanaan dan

penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia fahun 2017

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan lvlenter; Keuangan Nomor 1131PMK.0512012 tentang Perjalanan Dinas dalam

Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Rl

fahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71lPMK.O2l2013 tentang Pedoman standar Biaya,

standar struktur Biaya, dan lndeksasi dalam Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Rl Tahun 2013 Nomor 537);

1'1. peraturan lvlenteri Keuangan Nomor 150/PlVlK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan

Barang Nlilik Negara (Berita Negara Rl Tahun 2014 Nomor 991);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O8IPMK.O2I2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan

Daftar lsian Pelaksaan Anggarani

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerla

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta,

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai

Negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2016 Nomor 118'1);
'15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan

Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Rl Tahun 20'17 Nomor'1612);

16'PeraturanLembagaPengadaanBarang/JasaPemerintahNomorTTahun20lStentang
PedomanPerencanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah(BeritaNegaraRlTahun20lS
Nomor 760);

17. Surat Edaran KpK : B-2OO33]O1l}8l2013 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran

Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel.



18. Keputusan Direktur Utama Rurnah Sakit
HK.02.03/XXXlX.3l13712019 tentang Standar Biaya

Nasional;

Pusat
Khusus

Otak Nasional Nomor
Rumah Sakit Pusat Otak

B. UMUM
1. Penelitian oleh Bagian Keuangan (Subbag Program dan Anggaran) dengan sasaran :

a. Verifikasi atas kelengkapan dokumen (usulan) yang dipersyaratkan serta kepatuhan

dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran;

b. Kesesuaian pagu usulan dalam RKA-I(L sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam

pagu anggaran Rumah Sakit;

c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-I(L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan

dalam pagu anggaran Rumah Sakit;

d. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL antara lain TOR / Term 0f Reference

(Kerangka Acuan Kerja), RAB (Rincian Anggaran Biaya), Justifikasi, Pembanding Harga

(E-Katalog dan Non E-Katalog / 3 pembanding harga) dan dokumen pendukung terkait

lain nya,

2. Pokok-pokok kebijakan belanja

a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabel,

b. Mendukung penguatan daya saing SDlVll

c. Mempertaiam usulan penganggaran sesuai dengan skala prioritas,

d. Peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi rumah sakit;

c KETENTUAN PENYUSUNAN

1. Pengadaan Belanja Modal

a. Peralatan ltiledik (Alat Kesehatan).
'l) Pengadaan alat kesehatan memperhatikan ketentuan peraturan, antara lain :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan

rumah saklt;
2)Pengadaanalatkesehatanharusmemilikiizinedarmengacupadaketentuan

peraturanperundang-undangan(PermenkesNomor62rahun20lTtentanglzinEdar
Alat Kesehatan, Alat Kesehatan D agnostik ln vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga) dan mengutamakan produk dalam negeri;

3) Pengadaan alat kesehatan mengutamakan produk yang sudah tersedia dalam

E-KatalogsesuaiPeraturanperundang-undangandan3(tiga)pembandingharga]ika
Non E-Katalog dan usulan dari unlt terkaiti

4) Usulan pengadaan alat kesehatan harus dilengkapi RAB detail (termasuk volume dan

hargaSatuan)danToR/KAKyangmencantumkanjustifikasidananalisakebutuhan
alatkesehatan(SIMAKBIVIN).FormatKAKdanRABmengacupadaperaturan
perundang-undangan,

5)Alatkesehatanyangdiusulkansesuaidengankebutuhanpe|ayanandengan
mempertimbangkan ketersediaan SDlvl dan sarana prasarana pendukung penggunaan

alatkesehatandenganmelampirkandatadariaplikaSisaranapraSaranadanperalatan
kesehatan (ASPAK);

6)Pengadaanalatkesehatandengantekno|ogitinggiperludi|engkapidengandokumen
kaltan Health Technology Assesment (HTA);

7)PengadaanalatkesehatanperlurekomendasidariDitjenPe|ayananKesehatan
melalui Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;

b. Peralatan Non NIedik.

1) Pengadaan alat non medik mengutamakan produk yang sudah tersedia dalam

E-Katalog sesuai Peraturan perundang-undangan dan 3 (tiga) pembanding harga iika

Non E-Katalog dan usulan dari unit terkait;
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2) Usulan pengadaan alat non medik harus dilengkapi RAB detail (termasuk volume dan

harga satuan) dan TOR / KAK yang mencantumkan justifikasi dan analisa kebutuhan

alat non medik (SIMAK Bl\4N). Format KAK dan RAB mengacu pada peraturan

perundang-undangan;

3) Alat non medik yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan

ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung penggunaan alat tersebut,

Pengadaan Belan.ia Barang

a. Belanja remunerasi.
1) Agar dibuat dasar Perhitungan;
2) 40% dari alokasi BLU);

3) Lampirkan KMK remunerasi RSPON dan SK tim remunerasi,

4) Data pegawai yang mendapatkan remunerasi,

5) Jika ada sK tambahan (honorarium) yang dimasukkan kedalam remunerasi maka

nitainya mengikuti Standar Biaya Masukan;

b. Belanja pemeliharaan (pest control, pengolahan limbah b3, pemeriksaan kualitas

lingkungan, pemeliharaan gedung/bangunan bertingkat, pemeliharaan kendaraan,

pemeliharaan slMRS, pemeliharaan peralatan non medik dan pemeliharaan peralatan

med ik).

1) Biaya pemeliharaan memperhatikan data SlNilAK BNiIN dan data ASPAK;

2) Siapkan data kontrak service terbaru jika ada;

3)Agardibuatdasarperhitungan(realisasi2tahunterakhir)danlampirkandasar
perhitungan dari PU (pemeliharaan gedung) dan dihitung berapa meter persegi,

4) Data barang / alat yang akan dipelihara dan diperhatikan umur ekonomisnya,

5) Lampirkan 3 (tiga) pembanding harga dan usulan dari unit terkait,

6) Khusus pemeliharaan SllvlRS memerlukan rekomendasi Pusdatin (pengembagan dan

pemeliharaan aplikasi, infrastruktur jaringan, pengadaan server, UPS server, data

storage dll) dan mekanisme pengajuan "mengirimkan surat permohonan rekomendasi

melalui Setditjen Yankes dengan melengkapi dokumen (TOR, RAB dan spesifikasi

teknis),
c. Belanja administrasi perkantoran (linen, penambah daya tahan tubuh, keperluan

akreditasi, penunjang administrasi, penggandaan / penjilidan, pakaian dinas, promosi /

pemasaran, penunjang komputer, barang cetakan, barang ATK, barang rumah tangga,

suku cadang, solar, gas elpi.ii, chemikal laundry dan benda pos / materai)

1)Agardibuatdasarperhitungan(realisasi2tahunterakhir)danSKinternaljikaada,
2) Khusus pakaian dinas (jenis/model mengacu pada permenkes) dan sesuai dengan

ketentuan Standar Biaya Masukan;

3) Bila hendak memproduksi media dan melakukan penayangan lklan Layanan

Masyarakat (lLN4) pada stasiun TV, Radio, l\4edia luar ruang dan media sosial kegiatan

promosikeSehatanharUsmendapatkanrekomendasidariDirektoratPromosj
Kesehatan dan Pemberdayaan l\ilasyarakat Ditjen Kesehatan lvlasyarakat, tembusan

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan melampirkan TOR dan

RAB kegiatan;

4) Lampirkan 3 (tiga) pembanding harga dan usulan dari unit terkait;

d. Belanja langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air, penunjang Sll\4RS, pemeriksaan

keluar laboratorium, audit eksternal' pemeriksaan kesehatan, outsourcing cleaning

service, outsourcing satpam dan outsourcing pekarya, pramubakti dll'
,l)Agardibuatdasarperhitungan(realisasi2tahunterakhirdanbuktibayar6bulan

terakhir) dan SK internal jika adai

2) Khusus langganan internet dengan besaran bandwitch diatas 100 Mbps memerlukan

rekomendasiPusdatindanmekanismepengajuan..mengirimkanSuratpermohonan



rekomendasi melalui Setditien Yankes dengan melengkapi dokumen (TOR, RAB dan

spesifikasi tekn is);

3) Khusus audit (KAP sudah tersertifikasi oleh BPK);

4) Jumlah tenaga pramubakti maksimal 1 0% dari jumlah pegawai Bila melebihi 10% dari

jumlah pegawai maka dilengkapi dengan analisa kebutuhan dan jumlah tenaga satpam

dan cleaning service disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan;

5) Lampirkan 3 (tiga) pembanding harga dan usulan dari unit terkait;

e. Belan.ia gaji dan tunjangan pegawai kontrak.

1) Agar dibuat dasar perhitungan (SBl/l / UIVIR), realisasi 2 tahun terakhir;

2) Analisa kebutuhan pegawai (jika rencana bertambah);

3) lampirkan SK pengangkatan pegawai dan SK internal (Jaspel dll),

f. Belanja perjalanan dinas, rapat koordanasi, penelitian, seminar dan pelatihan RS

1) Agar dibuat dasar perhitungan (lampirkan SBNiI), realisasi 2 tahun terakhir;

2) Apabila melakukan kegiatan penelitian memerlukan rekomendasi dari Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (surat kepala Badan Litbangkes Nomor

PR.o4.O2lll5188l2o 18 tanggal 6 september 2018 hal mekanisme pengajuan

rekomendasi usulan penelitian),

3) Apabila melakukan pelatihan memerlukan rekomendasi dari Badan PPSDI\4 Kesehatan

(minimal 30 JPL dan mempunyai kurikulum) dan mekanisme pengajuan "mengirimkan

surat permohonan rekomendasi pelatihan kepada Unit Eselon I (Dirjen Yankes)

dengan dilengkapi lampiran kurikulum/modu I, status akreditasi, TOR dan RABi

4) Data pelatihan yang wajib diikuti oleh pegawai di setiap Bagian/Bidang/lntalasi,

g. Belanja tupoksi (bahan makanan basah/kering pasien, obat-obatan, radiologi, alkes/bahan

habis pakai, reagensia dan gas medik).

1) Agar dibuat dasar perhitungan (realisasi 2 tahun terakhir) dan SK internal jika adai

2) Lampirkan cetak E-Katalog untuk setiap bahan dan 3 (tiga) pembanding harga iika Non

E-Katalog;
3) Data lumlah pasien 2 tahun terakh r yang dilayani (umum dan BPJS);

Pengadaan Belanja Pegawai

1) Kebutuhan belanja pegawai sesuai dengan data slN4KA pegawai untuk Tahun Anggaran

2021,
2) Data perkiraan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala, tunjangan anauistri dan

mutasi masuk ke RSPON;

3)Sesuaihasildeskgajibahwabelanlapegawair^2021termasukgajike13(be|Um
termasuk gaji ke '14);

Demikian ketentuan ini disusun, untuk dapat digunakan dalam penyusunan RKA t</L lahun 2021

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prog. Dr' dr. Mahar Mardjono Jakarta.

r
Dlrektur Utamat

dr. Mursyid Bustami, (K), KIC, MARS

Lampiran :

1. TOR (format)

2. RAB (format)

3. Pemegang Anggaran TA 2021
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KERANGKA ACUAN KERJA/IERM OF REFERENCE
KELUARAN IOUTPUI) KEGIATAN TA2O2O

o

Kemenlerian Negara/Lembaga
Unit eselon l/ll

lndikator Kinerja Program
Kegiatan

Sasaran Kegiatan
lndikator Kinerja Kegiatan
Keluaran (oulpur)

lndikator Keluaran (oufpul)

Volume Keluaran (oulput)

Satuan Ukuran Keluaran
(output)

Diisi nama Kementerian/Lembaga
Oiisi nama unit eselon Ull sebagai penanggung
jawab Program

Disi nama program sesuai dengan dokumen Ren,ia

l(L
Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai

dalam Program
Diisi andikatar Kinerja Program

Diisi nanra kegiatan sesr.rai dengan dokumen Renja

t(L
Diisi Sasaran Kegialan
Diisi indakator Kinerja kegiatan

Oiisi nama/ nomenklatur Keluaran (Output) Kegiatan

secara spesifik
Diisi lndikator Keluaran (Output) Kegiatan

Diisi rnengenai jumlah/banyaknya kua ntitas

Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan

dalam rangka pengukuran kuantitas Keluaran
(Output).Kegiatan sesuai {engan karakteristiknya

Prioritas Nasibnal, Kesehatan

Program

Sasaran Program

Penandaan Anggaran (Tagging)

A. LATAR BELAKANG
'1. Oasar Hukum

Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yan terkait langsung

dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang akan dilaksanakan.
(Disertakan paSal/ayat yang berkaitan langsung dengan output)

2. Tugas dan Fuhgsi Unit Kerja Terkait dan/atau Penugasan Tambahan

Menjdlaskan da'Sar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satker berupa

UU, Kepres, Permen dan yang latnnya dan kebilakan Kementerian Negara/ Lembaga

yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/ aktafitas berkenaan berupa Peraluran

Perundangan yang berlaku.
Misal: Peraturan tvlenteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organlsasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan

3. Gambaran Umum
Diisi gambaran umum mengenai Keluaran (Output) Kegiatan dan volumenya yang

akan dilaksanakan dan dicaPai.

O

, dari 3



o

o

a. Definisi Operasional OutPut
Misal.

wajib Kerja sarjana (wKS) bagi lulusan pendidrkan dokter spesialis adalah

penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.
Dokter Spesialis yang dimaksud adalah..

Lama penugasan

b. Latar Belakang
c. Analisa KelaYakan/Manfaat

(apabila outPut baru)

B. PENERIMA MANFAAT
Menjelaskan siapa saia yang akan menerima manfaat atas lercapaianya keluaran

(output) tersebut. Bisa unsur dari dalam satker/ kementerian/ Lembaga atau masyarakat'

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam rangka melaksanakan

aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan cara kontraktual atau dengan cara

swakelola. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Menjelaskan tahapan{ahapan dalam

pencapaian sasaran, berupa penjelasan dari masing-masing komponen input (whal'

How, Who, Where). Bagaimana komponen input tersebut dilaksanakan serta jadwal

pelaksanaan (when) dari masing-masing komponen input berupa time table.

1. Pelaksana
Diisi oleh pelaksana teknis yang melaksanakan output

2. Metode Pelaksanaan
Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran

kegiatan, termasuk jadwal waktu (trme table) pelaksanaan dan keterangan sifat

komponen/tahapantersebuttermasukbiayautamaataubiayapenunjang.

Ditambahkan dengan pendalaman strategi Pencapaian/ Metode Pelaksanaan sebagai

berikut
JadwalTahapan

(Komponen/
Sub

Komponen)

Sub
Komponen/

Item

Akun
Belanja

Kategori
(u/P) Pelaksanaan Penarikan

Bulan Minggu Bulan Minssu 
"

t

I

.1-

2 dari 3
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D, Kurun waktu Pencapaian Keluaran

Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan dicapai (Whan), apakah

selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau terus menerus setiap tahun'

E, Biaya yang Diperlukan
l\renjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut (How

Much) secaa global. Biaya lebih rinci tercantum dalam RAB yang merupakan satu

kesatuan dengan TOR.

o

(TOR ditandatangani oleh KPpy' Eselon ll

dan dicap dinas)

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama
NIP

a

3 dari 3
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Format Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BELAN.'A

Kenrenterian/ Lembaga

Unit eselon IIlSatker
I(egiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(1)

(2t

(3)

(4)

Keluaran (Outputl Kegiatan

Indikator I(eluaran (OutPutl

Kegiatan

Volume

Satuan Ukur
Alokasi Dana

(s)

(6)

I(ode tJraian

Suboulput/KomPonen/

Subkomponen/Akun/
detil

Volume

Sub Output

Jenis komPonen

(Utama/Pendukung)

Rincian

Perhitungan

Ilarga

Satuan

Sat jml

3 4
( 6

999.999
I

.)

Subhnput I 99

xax I(omponen / IJtann 99*9_999

A Subkonrponen A
999.999

xx)o(x Akun
999.9q9

Detil belanja Ia.
99 sat. x 99

sat. x....
99 999 9q9.999

b. Detil belanja 2 99 sat. x 99
sat. x

99 999 999.999

c dst.

tJ B
999.999

a.
oQQ qqq

99

xxx Komponen J Lltama e.e929e

A A
999.999

xxx)o( Akun
999.999

999,999-a. - Detil lrelanja I 99 sat. x 99
sat. x,.

99 999

99 sat. x 99
sat. x

9!) 999 999.999Detil belanja 2

c. ..., dst

B SubkomPonen B

d. dst.

Jumlah

999.999

Penanggung jawab Kegiatan

Na:na ....... .. . . (l li
NtP................. (12)

Catatan:

Jumlah total alokasi anggaran Kelua ran (outpuf) Kegiatan adalah jumlah

keseluruhan alokasi anggaran Keluaran lQutputl Kegiatan yang dilaksanakan

oleh seluruh satker, untuk Keluaran (Outputl Kegiatan yang sama'

lY ';\li1'L
www.jdh. kemenkeu. go' id

I
c

I
2

(10)

I

I
I

I

I

l
l

I

I

I

SubOutPut2
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PETUN.IUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA

(u Diisi nama Kementerian/ Lernbaga

(2)

(3)

{4)

iiiiiai iiam, r-rnit eselon IIlsatker sebagai penanggung
I

[awab/ pelaksana kegiatan.

Diisi nama Kegiatan sesuai dengan clol<umen Renia I(/L.

Diisi Sasaran Kegizrtan yang clidukr-rng Keluaran (autput)

I(egiatan.

(s) Diisi Indikator Sasaran Kegiatan'

(6) iisi nama/ uraian mengenai iclentitas

Outlstttl Kegiatan secara spesifik.

isi Inclikator I(eluaran (Outputl Kegiatan'

dari setiap Keluaran

(7)

(8) Diisi mengenai jumlah/ banyaknYa

Kegiatan yang dihasilkan,

kuantitas Keluaran (Output)

(e) iisi uraiall mengenai satuan ukur yang

pengukuran kuantitas Keluaran (Autptttl Kegiatan

esuai dengan karakteristiknYa'

Cigunakan dalan:

(10) dengan total anggaran Yang

paian Keluaran (Output) Kegiatan.

ttsl dibutuhkan untuk

(1i) dengan nanla penanggung jarvab kegiatan.

(r2l dengan NIP penanggung jawab kegiatan'

Diisi kode subottpttt, komPclnen,
subkomponen.

Kolom l Kocle

nama suboutput,
subkomponen, dan

uhoutput dan subkomPonen

belanja

sr Llralan

rsifat opsional.

Kolom 2

/komponen/

bkomponen/detail

ralan

iisi jumlah / bar:yaknya l<uantitas
uboutput yang clihasilkan.

isikan sebaris dengan uraian

total volurne-volurne
harus sama dengan

ume Keluaran (OutPut)

uboutput.

tput
umlah vol

tan.

Volurne SuboutPutlom 3

{0,

.49a,

h.kemenkeu.go.idWWW
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Kolom 4 [Jenis Komponen

(Utama/Penciukung)

Diisi utama atall perrdukung,
Diisikan sebaris clengan uraian
komponen, yang menyatakan
bahwa lcomponen tersebut sebagai
komponen utarna atau komponen
pendukung.

5 lRincian Perhitungan rDiisi fr:rmula perhitungan satuan-
satuan pendanaan.
Diisikan sebaris dengan uraian
detil belanja.

Contoh :

2 orgx2hari x 2 frekuensi
Jumlah perhitungan tesebut
Ciisikan pada Subkolom 5 [iumlah)
sebesar B.

lKoloni 6 I"larga Satuan Diisi nominal harga satuan yang
berpedoman pacla standar bi;ryel
yang berlaku,
Diisikan sebaris clengan uraian
detil belanja

Kglq&u:-gan-
Dalam hal biaya satuan ul<ur
tiriak terdapat dalam standar
biaya dapat menggunakan data
Cukung lainnl'a yang dapat
dipertanggung awabkan.

Kolom 7 umlah non:inal hasil-hasil
hitungan pacla tingkat detil

, subkomponen, komponen,
suboutput.

umlah total alol<asi anggaran
uboutput harus sama rle ngan
mlah total anggaran Pada

(Output) I(egiatan

t $,,
www.jd ih. kemenkeu. go. id



No Bagian / Bidang / lnstalasi

1 PENU NJANG
Peralatan Medik Non E-katalog

2 Gtzt

Pengadaan Bahan Makanan Basah Pasien

Pengadaan Bahan Makanan Kering Pasien

Sus u

Penambah Daya Tahan Tubuh PeBawai

Gas Elpiji (LPG)

3 RADIOLOG I Bahan Radiol I

4 FARMASI

Pen adaan Obat-Obatan
Alkes Habis Pakai

Eahan Medis Habis Pakai

Gas lvledik

5 LABORATORIU M
Pemeriksaan Keluar Laboratorium
Reagensia

6 AKREDITASI Ke erluan Akreditasi

7 SDM

Belan idan Tun an an PNS

Pembayaran Gaji dan Tuniangan Pegawai Kontrak

Belanja Remunerasi

Penlngkatan Ka pas itas 5DM

Pemeriksaan Kesehatan

0utsourcing Pekary a, Pramubhakti & Pramusaii

Periadin Dalam Rangka Konsinyasidan Koo rdinasi

Pakaian Dinas Pegawai

DIK LAT seminar dan Pelatihan RS

9 LITBANG Penelitian & Pen em ba an

Chemical Laund

Linen

11 IPSRS

Pemeliharaan Gedun dan Ban unan Kantor Bertin kat

Pemeliharaan Peralatan Non Medik

Pemeliharaan Peralatan Medik

Suku Cadang IPSRs

Solar
Langganan Listrik

Langganan Telepon

Langganan Air

1.2 KESLING & K3

Pest Control

Pe olahan Limbah 83 Medis & Non Medis

Pemeriksaan Kualitas Lin kun an

Pen8adaan J asa cleanins Service dan Taman

13 5IM RS
Pemeliharaan SIIMRS

Langganan Penunjang SIM RS

:14 ADM INISTRASI UMUM

Peralatan Non Medik E Katal

Peralatan Non Medik Non E Katalo

Penun an Kom uter

Baran Cetakan

Baran ATK

Baran Rumah Tan

Pen adaan Jasa Outsourcin Sat am

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Mobil & Motor

Pen andaan dan Pen ilidan

Penun an Administrasi

Promosi dan Pemasaran

Tun an an Rumah Dinas Pe abat Eselon ll

Benda Pos dan Materai

15 KEUANGAN Audit Eksternal

PEMEGANG ANGGARAN

TA 2020

Kegiatan

Medlk

10 BINATU
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBTIK INDONESIA
DIREKTORAT JEN DERAT PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
Jl. M.T. Haryono Kav.ll Cawang, Jakarta 'l'jmur 13630

Telp. (021) 2937 33n (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
\Alebsite: rspon. co. id; Email : info@rcpon.co.id; rspotakn@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
NOTOR : HK.02.03rXXXaX.3l gos 12020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA.K/L)

RUUAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

Menimbang a bahwa untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam
rencana kerja rumah sakit dan agar perencanaan program
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, maka
setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Anggaran Rumah
Saklt Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam butir a perlu dibuatkan peraturan dengan keputusan
Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.
dr. Mahar Mardjono Jakarta;

Mengingat

b

4

5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOg Nomor
'l44,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5072);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.OSI2O14
tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada
Kementerian Kesehatan sebagai lnstansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Q I(ARSXfritwbnqwtstl#
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBTIK II{DONESIA
DIREKTORAT'EN DERAT PETAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAIGRTA
ll. M.T. Haryono lGv.ll Cawang, Jakarta 'l'imur 13630

Tdp. (021) 2937 3377 (HunUrE), rax. (02r) 2937 3445,2937 338s
\Alebsite: rspon.co. id; Email : info@rspon.co.id : rsootakn@omail.com

6

7

R

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan
Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 45 fahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /
LEMBAGA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DT.
dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA.

Tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama ini adalah
tersusunnya rencana kerja anggaran dari setiap bidang / bagian /
instalasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019
sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2020
Direktur Utama

MURSYID BU MI

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

a I(AR'xdrtffi.r*rs.&
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RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. DT, dT MAHAR i,ARDJONO

PENYUSUNAN USULAN ANGGARAN KE
DALAM APLIKASI PBE / E.PLANNING

No. Dokumen

o1 .ot ot lxxrv. t 1
?ot / toto

No. Revisi

1

Halaman

1t3

SPO

Tanggal Terbit

b f,awafi lof
dr.Mursyid Bustami, KIC,MARS

NtP. 1962091 31988031 002

PENGERTIAN

1. Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning
merupakan suatu sistem perencanaan yang terintegrasi
dengan Sistem lnformasi Perencanaan dan Monitoring
Evaluasi (Sipermon), selain PBE terdapat pula aplikasi RS
online, e-MONEV, Aplikasi Sarana Prasanana dan Peralatan
Kesehatan (ASPAK) serta Sistem lnformasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

2. Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) / E-Planning
ini diharapkan 4ar perencanaan dapat lebih akuntabel dan
lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan, karena sejak
dalam proses penyusunannya telah mempertimbangkan
pemanfaatan aset-aset yang telah dimilki selama ini, baik
berupa SDM, alat kesehatan, maupun sarana prasarana
lainnya, serta pencapaian kegiatan pada tahun sebelumnya.

TUJUAN
1. Adanya efisiensi anggaran.
2. Mendukung program reformasi birokrasi.
3. Mendukung terciptanya green hospital dengan konsep

paperless.
4. Memprmudah dalam memperoleh data yang informatif.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.0A2U9
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan
Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04S tahun ZA12
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional.

4. Surat Edaran KPK : 8-2003310110812013 tentang
Perencanaan dan Pernanfaatan Anggaran Tepat Guna,
Tepat Sasaran dan Akuntabel.

PROSEDUR

1. Masing-masing Bidang / Bagian / lnstalasi mengusulkan
kegiatan yang kemudian dimintakan persetujuan ke masing-
masing Kepala Bidang / Bagian / lnstalasi.

2. Usulan yang sudah ditandatangani Kepala Bidang / Bagian /
lnstalasi kemudian diteruskan ke masing-masing Direktur
untuk mendapat persetujuan.

3. Usulan yang sudah disetujui oleh Direktur terkait kemudian
diteruskan ke Direktur Keuangan & Administrasi Umum
kemudian diserahkan ke Bagian Keuangan untuk selanjutnya
dikompilasi sebagai usulan tahun yang akan datang.

4. Hasil kompilasi usulan dari masing-masing Direktorat
kemudian dalam rapat intern dengan Direktur Utama dan
Direksi, Kepala lnstalasi / Bidang / Bagian di lingkungan RS

0#fi[***,idrr,ff
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Pusat Otak Nasional kemudian di susun sesuai urutan
prioritas dan dilengkapi dengan TOR, RAB, spesifikasi, dan
lain-lain.

5. Hasil pembahasan rapat intern kemudian dibuat usulan oleh
Bagian Keuangan dan dimintakan persetujuan Direktur
Utama.

6. Usulan yang sudah disetujui oleh Direktur Utama kemudian
dimasukkan ke dalam aplikasi PBE / E-Planning dan
lampirannya (surat usulan, TOR, RAB, Justifikasi, dll) di scan
dimasukkan sebagai data dukung usulan.

7. Usulan yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam aplikasi
PBE / E-Planning secara online sebelum batas waktu yang
ditentukan untuk dijadikan sebagai usulan anggaran kegiatan
rumah sakit yang diterima Ditjen Pelayanan Kesehatan.

8. Usulan PBE / E-Planning yang sudah diinput kemudian
dicetak dan ditandatangani oleh Direktur Utama sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi usulan resmi dari
rumah sakit dan dijadikan acuan untuk penyusunan RKA-KL
paqu indikatif dan definitif.

UNIT TERKAIT Para Pemegang Anggaran di lingkungan Rumah Sakit Pusat
Otak Nasional Prcf. Dr. dr. Mahar Madjono Jakarta.

A##fiL,**fisc&
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Penun a
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Akreditasi

Bagia n
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Bagian Adm
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Bagia n
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RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. OT. dT MAHAR MARDJONO

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGAR.AN
KEMENTERIAN NEGARA 

' 
LEMBAGA (RKA-K/L)

No. Dokumen

On.or.or /rrxw.e laoo/

Loto

No. Revisi Halaman

1t3

SPO

Tanggal Terbit

3 &nUri 2o2b-

Ditetapkan
Direktur

dr. Mursyid Bustami,Sp. KIC,MARS
NlP. 1 962091 31 988031 002

PENGERTIAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian yang
merupakan penjabaran dan rencana kerja pemerintah dan
rencana strategis suatu kementerian yang bersangkutan
dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan
u ntuk melaksanakannya.

2. Pengertian rencana kerja anggaran adalah rencana
keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang
telah disahkan dan merupakan nen@na tertulis mengenai
kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif
dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk
jangka waktu tertentu.

3. Yang dimaksud dengan penyusunan renGana ke tja anggaran
adalah rencana kegiata n dan anggaran yang akan dilakukan

tahun akan

TUJUAN
Untuk mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada
hasil (outcome) dan keluaran (output) sebagai dasar
menyempurnakan rencana yang telah disusun supaya lebih
ielas.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.0212019
Tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan
Pengesahan Daftar lsian pelaksanaan Anggaran.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4g Tahun 2017 tentang
Pedoman Perencanaan dan penganggaran Bidang
Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O4S tahun 2012
tentang organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit pusat otak
Nasional.

4. Surat Edaran KPK : B-2003gtO1tOgl2O13 tentang
Perencanaan dan Pernanfaatan Anggaran Tepat Guna,
Tepat Sasaran dan Akuntabel.

PROSEDUR

1. Menyiapkan draft s
anggaran satu tahun
di lingkungan Rumah

urat usulan kegiatan program dan
ke depan ke masing-masing unit kerja
Sakit, dengan terlebih dahulu dikoreksi

oleh Kasubbag Program & Anggaran, Kabag Keuangan dan
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

2. Draft yang sudah dikoreksi dibuat dengan kop surat rumah
sakit untuk ditandatangani oleh Direktur Utama, yang
kemudian didistribusi ke Direksi, Kepala Bagian / Biddng 7
lnstalasi di lingkungan rumah sakit untuk ditindaklanjuti.

3. U_qylan kegiatan dan anggaran dari masing-masing unit kerja
di lingkungan rumah sakit yang sudah masuk, dibahas dalain
rapat yang diikuti oleh pejabat
dan dirumuskan, serta ditelaah

struktural maupun fungsional
r kelayakan usulan anggaran

dan manfaat.
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4. Usulan hasil pembahasan intern dengan direksi, pejabat
struktural dan fungsional di lingkungan rumah sakit,
kemudian dikompilasi sesuai dengan urutan prioritas,
dilengkapi dengan scan data dukung lengkap yakni surat
usulan, TOR (sesuai peraturan), RAB (sesuai peraturan),
Justifikasi, Pembanding Harga E-Katalog / Non E-Katalog,
dan lain-lain.

5. Mengkompilasi seluruh rencana anggaran yang sudah
masuk berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan
anggaran sesuai pagu, kemudian disusun melalui aplikasi
RKA-KL yang meliputi :

a. Menyusun dan merencanakan belanja pegawai
berdasarkan jumlah pegawai aktif dengan cara merestore
file data dariaplikasi GPP gaji ke aptikasi RKA-KL,

b. Menyusun dan merencanakan belanja barang sesuai
dengan kebutuhan dan pengajuan dari pemegang
Anggaran.

c. Menyusun dan merencanakan belanja modal sesuai
kebutuhan, pengembangan pelayanan dan skala prioritas.

6. Mengajukan draft RKA-KL ke Direktur Utama untuk
ditandatangani sesuai format RKA-KL.

7. Mengikuti pembahasan RKA-KL pagu indikatif dengan
sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan, Biro perencanaan
dan lnspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Rl melalui
sistem desk.

8. Melakukan perbaikan / penyesuaian RKA-KL dan tindak
lanjut hasil desk pagu indikatif (untuk kemudian diperbaiki
dan didistribusikan ke pemegang anggaran).

9. Hasil perbaikan dari pemegang anggaran kemudian
dikompilasi kembali dan dimasukkan tie dalam aplikasi
RKA-KL untuk pagu definitif.

10. Mengajukan RI(AKL pagu definitif ke Direktur Utama untuk
ditandatangani sesuai format RIG-KL.

11. Mengiktrti pembahasan RKA-KL pagu definitif dengan
sekretariat Ditjen pelayanan Kesehatan, Biro perencanaan
dan lnspektorat Jenderat Kementerian Kesehatan Rl melalui
sistem desk.

12. Selesai (DIPA terbit).
31 Memberitahukan PDI A tebittelahyang ke Pemegang

ran melal emailui

UNIT TERKAIT seluruh satuan kerja di lingkungan Rumah sakit pusat otak
Nasional. Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
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